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TJAKARTA — Revisi Undang-
Undang Nomor 1L7/201.4 ten—
tang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD (UU MD3) memberi
ruang yvang luas bagi DPR un-
tuk mengakomodasi kepen-
tingan sejumlah partaipolitilk.
Setelah mmenyepakati menaimm-—
bah satu kursi pirmpinan DPR
dan MPR untuk Partai Demo-
krasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), kemarinkembalidipu-
tuskan untuk menambah satu
kursi pimpinan Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKID)
untuk Partai KeadilanSejahte-
ra (PKS). Keputusan tersebut
diambil berdasarkan hasil ra-
pat Badan Legislasi (Baleg)
DPRyangdigelardimmasareses.

Wakil Ketua Baleg Firman
Subagyo mengatakan folkus
rewvisi terbatas UU MD3 inid di-
lakukan pada tiga poin, yaitu
penambahan satu kursi walkkil
ketualDPR,satukursiwakilke-
tua MPR, dan satu kursi wakil
ketua MIKID.

”Sekarang ini pimpinan
MKDkAkarn etnpat, padahalkalau
kita lihat struktur di masing-
masing AKID (@latkelenglkapan
dewan) kansemuanyalima,ha-
nya MKID ini yang empat. Jadi,
haknya MKD mungkin itu,”
ujarnya kemarin.

Menurutnya, tahapanhar-
monisasi RUU MID3 yang per—
tama adalah membahas subs-
tansi perubahan dan konteks
aturan hukummnya. UU yang
baru harus sejalan dengan
aturan yangdirujuknya; dian-
taranya UU tentang pembuat-

an peraturan perundang-
undangan. Dia belum bisa
menjamin apakah pembahas-—
an revisi terbatas UU tersebut
bisaselesaipadamasaresesini
atauakan diteruskan saat tiba
masasidangberikutnya.

Sebelumnya, PKSmenagih
jatah kursi pimpinan atau ke-
tua MKD yvang sempat didu-
duki oleh anggota fraksinya.
Saat ini posisi tersebut didu-
duki Sufmi Dasco Ahmad dari
Fraksi Partai Gerindra.

Anggota Komisi IV dari
Fraksi PKS Tifatul Sembiring
mengusulkan penambahan
satu wakil ketua MKID. Saat
ini MKD terdiri atas satu ke-
tua dan tiga wakil ketua. Me-
nurutniyva, jika permintaan
tersebutdikabulkan,anggota
fraksi PKS dapat kembali
menduduki kursi ketua seba-
gaimana sebelumnya.

“INanti kita lihat, tapi kalau
secara fatsun PKS itu ketua
MKD. Ituyvang kami minta di-
kembalikan,”ujarmyakemarin.

Menurutnya, usulan itu
tidak disampaikan secara
mendadak, tetapi telah di-
sampaikan jauh-jauh hari se—
belum wacana penambahan
kursi DPR dan MPR men-
cuat. Karena itu, dia berha-
rap usulan ini dapat diako-
modasi demi menghindari
ketidakpercayaan terhadap
pimpinan DPR.

“Jadikalau fatsun itu tidak
dipenuhi, tentuakanmemun-
culkan distrust,” ujarnya.
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